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Korporasi pemilik modal besar dan pengusaha yang punya relasi
dengan penguasa tetap mendominasi bisnis seputar transisi energi.
Pelaku usaha hutan tanaman energi untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku co-firing biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),
terafiliasi dengan konglomerasi kuat yang sedari dulu menguasai lahan
dan usaha sektor kehutanan. Perusahaan yang biasa memasok
batubara ke PLTU kini juga menyuplai biomassa kayu untuk PT
Perusahaan Listrik Negara.
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Bab I: Pengantar

Presiden Joko Widodo di awal tahun 2022 mengumumkan pencabutan
192 izin konsesi kawasan hutan seluas 3.126.439 hektare. Pengumuman
itu seakan angin segar bagi sektor kehutanan yang selama ini penuh
dengan ketimpangan kepemilikan lahan, konflik agraria serta kerusakan
lingkungan hidup.

Dalam pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, pada 6 Januari
2022, Presiden Jokowi menegaskan pencabutan izin-izin yang tidak
aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan tersebut agar ada
pemerataan, transparansi dan keadilan (Setkab, 2022).



https://setkab.go.id/pemerintah-cabut-ribuan-izin-usaha-tambang-kehutanan-dan-hgu-perkebunan/

Masyarakat adat pun menaruh harapan besar dari pengumuman
presiden itu. Tanah yang dulu pemerintah berikan kepada pengusaha
demi investasi bisa mereka miliki kembali. Harapan itu seketika menjadi
angin lalu. Alih-alih memperoleh tanahnya kembali, masyarakat adat
mendapati penebangan hutan justru merajalela beberapa hari setelah
pengumuman.

Seperti halnya pembukaan hutan menjadi jalan dan blok-blok
penanaman kelapa sawit di Kampung Beneik, Distrik Unurum Guay,
Kabupaten Jayapura, Papua oleh PT Permata Nusa Mandiri (Mongabay,
2022).

Pimpinan adat dan tokoh perempuan
dari wilayah Grime Nawa mendesak
Bupati Kabupaten Jayapura, dan izin
lingkungan perusahaan sawit, PT
Permata Nusa Mandiri (PNM).

Foto: Yayasan Pusaka.

Perusahaan perkebunan sawit ini panik begitu mendengar
pengumuman presiden dan mengetahui izin pelepasan kawasan hutan
miliknya dicabut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.01 Tahun 2022. Perusahaan yang memiliki area
konsesi seluas 16.182,48 hektare itu bergerak cepat membersihkan
lahan dengan alat-alat berat.

Berdasarkan peninjauan lapangan dan analisis citra satelit, Greenpeace
Indonesia memperkirakan 70 hektare hutan telah ditebang habis hingga
19 Februari 2022 (Greenpeace, 2022).


https://www.mongabay.co.id/2022/02/06/cabut-izin-tak-hentikan-perusahaan-sawit-buka-hutan-papua-ini-foto-dan-videonya/
https://www.mongabay.co.id/2022/02/06/cabut-izin-tak-hentikan-perusahaan-sawit-buka-hutan-papua-ini-foto-dan-videonya/

PT Permata Nusa Mandiri (PT PNM), menurut laporan Greenpeace
International bertajuk “Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah
Papua”, yang diterbitkan April 2021, dijual oleh PT Pusaka Agro
Sejahtera kepada “perusahaan bayangan” yang terkait dengan Salim
Group. Greenpeace menduga Anthony Salim adalah pemilik manfaat PT
PNM.

“Perusahaan bayangan” merupakan perusahaan yang menyembunyikan
pemilik manfaat (beneficial ownership) melalui pemegang saham pinjam
nama (nominee) atau perusahaan asing, sehingga tak diakui sebagai
bagian dari grup.

Menjadi milik konglomerasi kuat dan mempunyai relasi dengan
penguasa, PT PNM tak tersentuh hukum. Berikut adalah linimasa
perizinan PT PNM.

m Izin lokasi diberikan oleh bupati Jayapura

Februari
Izin lingkungan diberikan oleh bupati Jayapura

Maret
|zin usaha perkebunan diberikan oleh Dinas Penanaman Modal
Provinsi Papua.

Agustus
PT PNM mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelang akhir jabatannya.

m 19 September

Moratorium Kelapa Sawit berlaku.

8, 15 November & 5 Desember
PT PNM mendapatkan 4 sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).




Jika Salim Group tidak mengakui PT PNM sebagai bagian dari grup,
begitu juga Sinarmas Group terhadap PT Muara Sungai Landak (PT
MSL). Hubungan ‘darah’ antara PT MSL yang beroperasi di di
Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dengan Asia Pulp and Paper
(APP)—anak usaha Sinarmas Group—pertama kali diungkap oleh
Associated Press (AP) dalam investigasi yang terbit 20 Desember 2017.
AP mengulik dokumen perusahaan dari 27 pemasok bubur kayu untuk
APP dan menemukan bahwa dua pemilik saham PT MSL adalah
karyawan APP (AP, 2017).

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri, PT MSL membuka hutan
alam dengan cara tebang habis setidaknya pada periode 2013-2017.
Aktivitas tersebut sejatinya diharamkan APP yang sejak 1 Februari 2013
menyatakan komitmen keberlanjutan yang di antaranya tidak menebang
hutan alam dan melindungi gambut bertutupan hutan di dalam
konsesinya. PT MSL memiliki konsesi seluas 13.114,22 hektare yang 85
persen arealnya ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) sebagai zona lindung gambut. Meski demikian, KLHK
tetap memasukkan PT MSL dalam daftar 14 perusahaan yang telah
mengembangkan hutan tanaman energi (HTE).

Menurut data Direktorat Usaha Hutan Produksi KLHK, PT MSL
mengalokasikan lahan untuk tanaman akasia seluas 8.782 hektare atau
66,96 persen dari luas area konsesinya. Hal ini kontradiksi dengan
Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 661 Tahun
2015 yang melarang pembukaan lahan untuk penanaman baru di
kawasan gambut meskipun dalam areal yang sudah memiliki izin
konsesi. Seluas 11.847 hektare konsesi PT MSL adalah kawasan
gambut.

7 KONGLOMERAT

Selain PT MSL yang termasuk dalam daftar 14 pelaku usaha HTE pada
2020 versi Direktorat Usaha Hutan Produksi KLHK itu, ada sembilan
perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan tujuh konglomerasi kuat.
Pelaku usaha HTE itu adalah PT Bara Indoco dan PT Bio Energy Indoco



dari grup Indoco, PT Sadhana Arifhusa dan PT Hutan Ketapang Industri
dari grup Sampoerna, PT Selaras Inti Semesta dari grup Medco, PT
Jhonlin Agro Mandiri dari grup Jhonlin, PT Korintiga Hutani dari grup
Korindo dan PT Ciptamas Bumi Subur dari Buana Sriwijaya Sejahtera
Group.

Selain 14 pelaku usaha yang sudah mengembangkan HTE pada 2020,
Direktorat Usaha Hutan Produksi juga menyebut ada 18 perusahaan lain
yang berkomitmen mengembangkan HTE di masa depan. Di antara 18
perusahaan itu ada yang berbentuk badan usaha milik negara dan ada
yang memiliki keterhubungan kepemilikan dengan 5 konglomerasi besar
kehutanan. Misalnya, PT Belantara Pusaka dan PT Oceanias Timber
Product dari Salim Group, PT Nityasa ldola dari grup Dharma Satya
Nusantara, PT Daya Tani Kalbar dari Sinarmas Group, PT Gema
Nusantara Jaya terafiliasi dengan Wilmar Group, dan PT Kirana
Cakrawala dari Barito Pacific Group.

Jika seluruh perusahaan yang telah dan berencana mengembangkan
HTE digabungkan, total alokasi tanaman energinya seluas 202.632
hektare. Angka itu masih jauh dari kebutuhan lahan konsesi HTE untuk
memenuhi bahan baku biomassa kayu untuk co-firing atau
pembakaran bersama pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dalam riset Trend Asia sebelumnya, “Membajak Transisi Energi” seri
kedua: Ancaman Deforestasi Tanaman Energi”, terungkap kebutuhan
lahan HTE untuk memasok biomassa kayu ke PLTU yang menerapkan
co-firing sedikitnya 2,3 juta hektare. Sebagai bagian dari sektor energi
yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, PT Perusahaan




BAB I: PENGANTAR

Kebutuhan dan
pemanfaatan lahan HTE

Total alokasi tanaman energi oleh 14 perusahaan pada 2020 dan 18 perusahaan lain
yang berkomitmen mengembangkan HTE. Pengalaman dari pembangunan hutan
tanaman industri sejak 1980-an hingga sekarang, sebanyak 38 persen lahannya

berasal dari deforestasi’

Kebutuhan akan
tanaman energi sebesar

23]t ha

atau seluas 35x
daratan Jakarta

i

Alokasi tanaman energi

188.772 ha

Angka yang masih jauh dari kebutuhan lahan konsesi HTE untuk
memenuhi bahan baku biomassa kayu untuk co-firing atau
pembakaran bersama pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

N
7\

1 Riset "Membajak Transisi Energi" Seri 2: Ancaman Deforestasi Tanaman Energi, Trend Asia




Listrik Negara (PLN) ingin ikut menyukseskan program transisi energi
pemerintah. Bagi PLN, dengan co-firing atau menggantikan 5-10 persen
pasokan batu bara dengan biomassa kayu berarti telah membantu
mengurangi emisi melalui pengurangan penggunaan batubara sekaligus
melakukan transisi energi pada PLTU yang berumur tua. Pada 2021,
bauran batu bara di pembangkit listrik PLN mencapai 65,9 persen
sedangkan energi baru terbarukan (EBT) 13,7 persen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pada 2025
bauran EBT bisa mencapai 23 persen sedangkan batu bara menjadi
60,9 persen. Untuk meningkatkan bauran EBT sekaligus menurunkan
bauran batu bara, PLN mau berkontribusi dengan mengimplementasi-
kan co-firing biomassa 10 persen pada 107 unit PLTU di 52 lokasi
hingga 2025. Sepanjang tahun 2023, PLN mengklaim telah menyerap
biomassa sebanyak 1 juta ton untuk 43 PLTU menggunakan teknologi
co-firing. Angka ini diklaim mengalami pertumbuhan lebih dari 71%
dibandingkan realisasi serapan biomassa pada 2022 sebesar 585 ribu
ton. Jika semua berjalan mulus, PLN mengklaim energi co-firing
biomassa di PLTU itu akan menghasilkan listrik 12,71 terawatt jam.
Angka ini setara dengan bauran EBT sebesar 3,59 persen.



https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2024/01/sepanjang-2023-terobosan-teknologi-co-firing-pln-mampu-tekan-105-juta-ton-co2-emisi-karbon/
https://forestdigest.com/tags/energi-terbarukan
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Riset Trend Asia melihat secara kritis pilihan PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN) menerapkan kebijakan co-firing biomassa pada
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia. Bagian lainnya
adalah memetakan aktor yang menikmati kebijakan penggunaan
biomassa kayu untuk co-firing di PLTU.

Untuk proses analisis ini kami menyandarkan pada data perusahaan dari
portal resmi pemerintah, dokumen terbuka pelaku usaha yang
bersangkutan, literatur terkait yang diterbitkan berbagai pihak, dan
observasi lapangan serta berita di media massa.




Peta perusahaan yang sudah
melakukan multi usaha HTE
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Persentase realisasi tanam
(hingga 2022)

1,1%

PT Hijau Arta Nusa
200 ha:18.087 ha

Pohon yang ditanam:
Sengon

5,12%

PT Dharma Hutani
Makmur

234 ha:7.500 ha

Pohon yang ditanam:
Akasia, Gamal, Bambu

32,94%

PT Korintiga Hutani
41.991ha:50.628 ha

Pohon yang ditanam:
Akasia, Eukaliptus

1,87%

PT Usaha Tani Lestari

350 ha:18.700 ha

Pohon yang ditanam:
Kaliandra, Gamal

15,74%

PT HKI,
PT GSA, & PT MSL

3578 ha:22.725ha

Pohon yang ditanam:
Bambu, Kamiri Sunan,
Akasia

13,1%

PT Ciptamas Bumi Subur
159 ha:1.213 ha

Pohon yang ditanam:
Bakau

Luas realisasi penanaman : Luas rencana penanaman

1,22%

PT Bara Indoco &
PT Bio Energy Indoco

367 ha:29.891ha

Pohon yang ditanam:
Akasia, Jabon Merah,
Samama, Eukaliptus

94,92%

PT Selaras Inti Semesta

3.346 ha:3.525ha

Pohon yang ditanam:
Kaliandra, Eukaliptus
Pelita

63,3%

Perhutani

31136 ha: 45.255 ha

Pohon yang ditanam:
Kaliandra, Gamal

76,2%

PT Sadhana Arifnusa
1.016 ha:1.332 ha

Pohon yang ditanam:
Akasia, Eukaliptus,
Jati Putih Gmelina

22,94%

PT Jhonlin Agro Mandiri
1.694 ha:7.384 ha

Pohon yang ditanam:
Sengon, Jabon




BAGIAN 1

Kategori Pelaku Usaha HTE

Kebanyakan pelaku usaha hutan tanaman energi (HTE) berasal atau
terkait dengan pemilik modal besar atau mempunyai kekuatan politik.
Trend Asia merujuk pada data Direktorat Usaha Hutan Produksi yang
disampaikan dalam Grup Diskusi Terfokus online pada 30 April 2020
yang bertema “Percepatan Pemanfaatan Biomassa untuk Energi dan
Pemberdayaan Daerah”.

Ada tiga kategori pelaku usaha HTE, yakni:

1. Perusahaan besar dan terintegrasi,
2. Badan Usaha Milik Negara Kehutanan, dan
3. Grup usaha kecil atau independen.

Masuk dalam kategori pertama, PT Korintiga Hutani, menurut data
Direktorat Usaha Hutan Produksi, menjadi perusahaan yang memiliki
alokasi tanaman energi terluas yakni 50.628 hektare dari luas konsesi
94.384 hektare. Perusahaan patungan antara Korindo Group (Korea
Selatan-Indonesia) dan Oji Holdings (Jepang) ini juga telah
merealisasikan penanaman sebesar 82,94 persen. PT Korintiga Hutani
merencanakan penanaman pada 2015-2024 seluas alokasi HTE yang
dimilikinya dan sampai 2022 terealisasi seluas 41.991 hektare.




Konsesi hutan tanaman industri (HTI) perusahaan ini berada di
Kabupaten Lamandau dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Pada 2014, sekitar 29.000 hektare areal HTI itu ditanami eukaliptus,
25.000 hektare akasia dan 2.500 hektare waru. PT Korintiga juga
membangun industri terintegrasi untuk memproduksi serpih kayu
963.636 meter kubik (m3) per tahun, pelet kayu 265 ribu m3 per tahun,
lapis kayu 50 ribu m3 per tahun, dan kayu gergajian 35 ribu m3 per
tahun (Mighty Earth, 2016).

Pada 2012, perusahaan membangun Pembangkit Listrik Tenaga
Biomassa (PLTBm) berkapasitas 7,3 megawatt untuk memasok
kebutuhan listrik dan operasional pabrik yang mencapai 2-2,25
megawatt. Kelebihan daya setrum sebesar 2-5 megawatt itu sempat
dibeli oleh PT PLN ketika kesulitan pasokan pada 2014. Pembelian listrik
oleh PLN itu justru berhenti saat kelebihan daya PLTBm Korintiga
mencapai 5-6 megawatt (Agroindonesia, 2020).

KLHK membekukan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT
Korintiga Hutani selama tiga bulan karena terbukti menyebabkan
kebakaran hutan pada 2015. Laporan Mighty Earth, Federasi Korea
untuk Gerakan Lingkungan, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
Keuskupan Agung Merauke dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang
terbit Agustus 2016 menyebut ada 72 titik panas yang ditemukan di
area konsesi PT Korintiga Hutani pada 2015. Naik dari tahun 2014 yang
43 titik panas (Mighty Earth, 2016).

Asap mengepul dari tumpukan kayu
terbakar dari hutan yang telah dibuka di
dalam konsesi milik PT Berkat Cipta
Abadi, bagian dari Korindo Group.

Foto: Greenpeace, Ardiles Rante.
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Korindo Group sebagai induk usaha PT Korintiga Hutani, menurut
laporan Rainforest Action Network; Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia; TuK Indonesia dan Profundo “Malapetaka: Korindo,
Perampas Tanah & Bank”, adalah konglomerasi swasta yang didirikan
oleh Eun-Ho Seung asal Korea Selatan pada 1969. Pada tahun 2023,
En-Ho Seung diberi penghargaan oleh Ketua MPR (Bambang Soesatyo)
atas kontribusi Korindo terhadap perekonomian nasional. Mitra bisnis
penting Korindo selama ekspansinya adalah Mohamad ‘Bob’ Hasan yang
pernah menjadi pemilik saham dan direktur di perusahaan kertas milik
Korindo, PT Aspex Kumbong.

Bob Hasan dikenal sebagai Raja Hutan yang
merupakan kroni paling berpengaruh Presiden
Suharto. Hubungan Bob-Suharto telah terjalin
sejak presiden kedua Indonesia itu masih
berdinas di Divisi Diponegoro TNI Angkatan
Darat di Semarang, Jawa Tengah pada tahun
1950-an. Di akhir rezim Suharto, Bob Hasan
menjadi Menteri Perindustrian dan
Perdagangan.

Foto: Wikipedia.

Pada 2001, Bob dipenjara atas tuduhan
pencurian uang negara sebesar US$ 243 juta.
Meskipun telah dijatuhi vonis, Bob tetap
menjadi mitra bisnis Korindo hingga tahun 2017.



Peta perusahaan yang
merencanakan pengembangan
hutan tanaman energi
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Izin diberikan:

Rencana
1 278 9 O 6 h Alokasi HTE: penanaman:
n m a 188.772 ha 167.994 ha

Dari 1.278.906 ha izin yang diberikan ke 18 perusahaan, 188.772 ha
dialokasikan sebagai hutan tanaman energi, dan 167.994 ha
direncanakan akan dilakukan penanaman selama tahun 2015-2024.

BAGIAN 2

PT Selaras Inti Semesta: Penebangan Hutan dan
Dampaknya di Merauke

Pelaku usaha HTE yang cukup banyak merealisasikan penanaman
adalah PT Selaras Inti Semesta (PT SIS) yang memiliki keterhubungan
dengan Medco Group. Sampai tahun 2022, PT SIS telah menanam
pohon kaliandra dan eukaliptus di lahan seluas 3.346 hektare dari
rencana 3.525 hektare. PT SIS mendapatkan izin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu pada hutan tanaman dari Menteri Kehutanan pada 22
Januari 2009 dengan luas konsesi 169.400 hektare di Kabupaten
Merauke, Papua.

PT SIS aktif melakukan kegiatan dan penebangan pohon di tanah ulayat
Suku Malind di Kampung Zanegi, Distrik Animha, Kabupaten Merauke
selama 2009-2016. PT SIS mengklaim memiliki perjanjian dengan
masyarakat Zanegi tahun 2009, termasuk soal kompensasi Rp 2.000
per meter kubik kayu hasil panen hutan alam. Padahal, masyarakat
merasa tak pernah menyetujui kompensasi yang sangat jauh dari harga
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yang biasa para pencari kayu bayarkan, yakni Rp 180 ribu-200 ribu per
meter kubik.

Sempat stagnan selama empat tahun, penebangan pohon tanaman oleh
PT SIS kembali marak di wilayah Zanegi sejak November 2020 hingga
saat ini. Masyarakat resah karena hutan sebagai sumber kehidupan
mereka dibabat habis. Kawasan dusun sagu dan tempat penting
bersejarah ikut dirusak dan dirobohkan. Masyarakat kini sulit mencari
hewan buruan, tempat menangkap ikan, dan sumber air bersih.
Terdeteksi 4 anak teridentifikasi stunting dan 8 ibu hamil mengalami
malnutrisi karena keadaan tersebut. Mereka merasa tertipu oleh janji PT
SIS yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, PT
SIS menggunakan cara manipulasi, intimidasi,
permainan uang untuk mengambil lahan milik
masyarakat. Contohnya, pada 10 Maret 2022
Pamaau (R lalu, Pusaka menemukan PT SIS menebang
| hutan alam di Zanegi. Di lokasi yang sudah
terbuka itu tertancap papan pengumuman: blok
tebangan hutan alam seluas 922,13 hektare.
Hutan yang digusur merupakan tempat marga
Balagaize mencari makan. PT SIS membelikan
: truk bekas untuk pemilik lahan, uang pembelian
Foto: pusaka.or.id. truk akan dipotong dari kompensasi hingga
lunas (Pusaka, 2022).

Dari laporan Gecko Project, pembiayaan mengalir kepada PT SIS melalui
badan publik Pemerintah Indonesia. Tahun 2017, PT Sarana Multi
Infrastruktur (SMI) yang merupakan BUMN mengalirkan 60 miliar rupiah
untuk “pembiayaan proyek” pembangunan pembangkit listrik biomassa.
Proyek ditujukan menambah bauran energi bersih terbarukan di
Indonesia, yang diasumsikan mengurangi emisi. Tidak berhenti di situ,
dengan tujuan ekspansi demi memenuhi kebutuhan pembangkit listrik,
PT SIS mengharapkan dana tambahan. Dana tersebut disalurkan melalui
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), sebesar 140 miliar
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rupiah. Dana BPDLH berasal dari Norwegia sebagai kompensasi
penurunan tingkat deforestasi di Indonesia. Organisasi internasional
seperti USAID dan World Bank juga berjanji untuk memberikan dana
kepada BPDLH untuk membantu mengurangi emisi dari deforestasi dan
penggunaan lahan.

BAGIAN 3

Medco, Keluarga Panigoro, dan MIFEE

Grup Medco, konglomerasi bisnis yang dimiliki keluarga Panigoro,
merupakan pelopor Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke
(MIFEE). Megaproyek yang mencakup area seluas 1,2 juta hektare itu
digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 dan
kemudian diteruskan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.

Medco adalah satu pemain kunci dalam
menentukan arah dan mempromosikan
MIFEE sejak awal. Pada pertengahan
Agustus 2009, pendiri Medco Arifin
Panigoro dikukuhkan oleh Bupati Merauke
Johanes Gluba Gebze sebagai anak adat
suku Marind marga Gebze. Arifin Panigoro
pernah menjabat sebagai Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Joko
Widodo periode 2019-2024.

¥
Q MED CU Q Sebelumnya, Panigoro tercatat sebagai
' politikus Partai Demokrasi Indonesia
Sosok Arifin Panigoro, pendiri Medco Perjuangan (PDIP) 1999-2004. Masa
Group. Foto: Tatler Asia dan website keanggotaannya dalam sebagai kader PDIP

resmi Medco Group.

hanya sampai 2005, sesudahnya ia
hengkang dan mendirikan partai baru,
bernama Partai Demokrasi Pembaruan
(PDP).



https://wantimpres.go.id/id/tag/arifin-panigoro/
https://wantimpres.go.id/id/tag/arifin-panigoro/
https://news.detik.com/berita/d-5961811/profil-arifin-panigoro-raja-minyak-ri-politikus-dan-pencinta-sepakbola
https://news.detik.com/berita/d-5961811/profil-arifin-panigoro-raja-minyak-ri-politikus-dan-pencinta-sepakbola
https://www.liputan6.com/news/read/4899023/arifin-panigoro-meninggal-dunia-begini-rekam-jejaknya-di-dunia-politik
https://www.liputan6.com/news/read/4899023/arifin-panigoro-meninggal-dunia-begini-rekam-jejaknya-di-dunia-politik

BAGIAN 4

Kebohongan dan Keterlibatan Sinarmas Group dalam
HTE

Dari hasil penelusuran dokumen perusahaan dari portal resmi
pemerintah, ditemukan konglomerasi lain yang termasuk dalam daftar
pelaku usaha HTE versi KLHK, yakni Sinarmas Group yang diwakili oleh
PT Muara Sungai Landak (PT MSL) dan PT Daya Tani Kalbar (DTK). PT
MSL posisinya sudah mengembangkan HTE dengan alokasi tanam
pohon akasia seluas 8.782 hektare, sedangkan PT DTK masih dalam
tahap perencanaan untuk membuka HTE di dalam wilayah konsesinya
yang seluas 56 ribu hektare. Namun, Sinarmas berbohong dengan tidak
mengakui PT MSL sebagai bagian dari grupnya atau memiliki
keterhubungan kepemilikan atau kepengurusan.

Kebohongan Sinarmas itu terungkap melalui investigasi Associated
Press (AP) yang diterbitkan Desember 2017. Setelah memeriksa hampir
1100 halaman catatan dari 27 perusahaan pemasok bubur kayu untuk
Asia Pulp and Paper (APP)—anak usaha Sinarmas— AP menemukan
setidaknya 24 dari 27 perusahaan yang dinyatakan oleh APP sebagai
independen, memiliki keterhubungan kepemilikan dengan APP/
Sinarmas. Menanggapi temuan itu, AP melakukan investigasi dan
mendapati tiga pemilik saham MSL adalah karyawan dan bekas
karyawan APP.

Investigasi susulan oleh Mongabay yang terbit pada Juli 2018,
menemukan kaitan yang jauh lebih erat dan dalam antara PT MSL
dengan APP/Sinar Mas, dibandingkan dengan yang diakui APP. Dua
orang pemilik saham PT MSL yang merupakan bekas karyawan APP
yang diwawancarai oleh Mongabay mengatakan manajemen
perusahaan menggunakan nama mereka pada akta pendirian
perusahaan. Salah seorang mengakui kalau ia menerima bayaran
bulanan sebagai bentuk kompensasi, dan takut memprotes karena
terancam kehilangan pekerjaan (Mongabay, 2018).
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Forest Watch Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Nasional
Biomassa menemukan bahwa PT MSL melakukan deforestasi seluas
533,60 hektare di antara tahun 2015 - 2021, dimana temuan ini
berdasarkan hasil analisis citra satelit. Telah mengalami deforestasi,
konsesi PT MSL seluas 11.847 hektare masih menyimpan hutan alam
seluas 10.014 hektare (FWI, 2023). Identifikasi melalui analisis citra
satelit oleh Trend Asia menemukan bahwa seluruh wilayah konsesi PT
MSL merupakan kawasan gambut.

Sinarmas merupakan grup usaha yang
" terintegrasi dari hulu ke hilir. Di sektor energi
[ ) '
-[ sSindarmas Sinarmas mempunyai PT Dian Swastatika
Sentosa yang memiliki Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Sumatera Selatan-5, PLTU

DSS Kendari-3, dan PLTU Kalimantan Tengah-1.

energy and infrastructure Ketiganya memang tak masuk dalam 52 lokasi

PLTU yang melakukan co-firing hingga 2025,
Logo Sinarmas dan PT Dian Swastatika  tetapi tak tertutup kemungkinan akan

sentosa (PT DSS). melakukannya, karena PLN menargetkan
seluruh PLTU akan melakukan co-firing hingga
30% bauran biomassa. Dengan modal bahan
baku biomassa, maka lebih mulus bagi
Sinarmas untuk menerapkan dan menjadi daya
tawar tinggi kepada pemerintah ketika ingin
mendapatkan insentif.

BAGIAN 5

Keterlibatan Sampoerna Group dalam HTE

Sampoerna Group memiliki dua perusahaan yang termasuk 14 pelaku
usaha HTE menurut data KLHK. Dua perusahaan tersebut adalah PT
Sadhana Arifnusa yang memiliki area konsesi HTI seluas 4.053 hektare
di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat dan PT Hutan Ketapang Industri yang lahan konsesi HTI
seluas 100.150 hektare berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan



Barat. PT Sadhana Arifnusa (PT SAN), sampai 2022 telah
merealisasikan penanaman pohon energi seluas 1.016 hektare.
Sedangkan PT Hutan Ketapang Industri (PT HKI) merencanakan
penanaman tanaman energi berupa bambu pada 2015-2024 seluas
12.605 hektare. PT SAN yang mendapat izin konsesi HTI pada 2011,
berkonflik dengan masyarakat yang menguasai dan menggarap lahan
lebih dahulu. Menurut publikasi Indonesia Business Council for
Sustainable Development yang bertajuk “Seka Sengketa: Pergulatan
Pengalaman Resolusi Konflik”, 95 persen atau 1.200 hektare (dari 1.274
hektare) area konsesi PT SAN di Lombok Utara, meliputi Desa Sambik,
Bayan, Loloan dan Baturakit, dimanfaatkan masyarakat untuk lahan
garapan, permukiman, rumah kebun dan kandang ternak.

Konflik juga terjadi di area konsesi PT SAN di Lombok Timur.
Masyarakat Desa Lendang Tengak dan Deduman, Kecamatan Sambelia,
melaporkan nasibnya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi NTB. Mereka menolak bermitra dengan PT. SAN karena
perlakuan dan tindakan intimidasinya. Masyarakat merasa dibatasi
dalam melakukan kegiatan pertanian, dan bahkan tidak diperbolehkan
mencari kayu bakar. PT SAN malah merusak hutan dengan menebangi
pohon-pohon yang sudah ditanam masyarakat (Dislhk NTB, 2019).
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Kadis LHK fasilitasi penyelesaian sengketa masyarakat sekitar PT. Sadhana Arif Nusa.

Foto: Dislhk NTB

Putera Sampoerna. Foto:
sampoernafoundation.org

Di Ketapang, PT Sampoerna Agro Tbk yang
dikendalikan keluarga Putera Sampoerna,
melalui dua anak usahanya mengakuisisi
seluruh saham PT Hutan Ketapang Industri (PT
HKI) milik PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia
Tbk pada Juli 2012. PT HKI yang tercatat
berkantor pusat atau terdaftar di Singapura ini,
pada pertengahan September 2019 termasuk
43 perusahaan yang disegel KLHK sebagai
sanksi atas terjadinya kebakaran hutan di
wilayah konsesinya. Menurut Trend Asia, dalam
periode 2019-2023, terdapat 303 titik panas di
area konsesi PT HKI, dimana titik panas terjadi
paling banyak di tahun 2019, yaitu 230.



Martua Sitorus. Foto: Forbes.

BAGIAN 6

Keterlibatan Konglomerat Besar dan Struktur
Vertikal yang Tidak Jelas dalam Skema
Perkebunan

Konglomerat besar di Indonesia, seperti Wilmar Group dan Jhonlin Group, terlibat
dalam skema perkebunan dengan struktur vertikal yang sering kali tidak jelas,
menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat dan tuduhan intimidasi.

Perusahaan lain yang melalui penelusuran Trend Asia tidak terintegrasi
secara vertikal dengan grup, namun teridentifikasi terafiliasi dengan
grup besar adalah PT Gema Nusantara Jaya (PT GNJ). Perusahaan ini
mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan
Tanaman pada tahun 2011 seluas 29.750 hektare yang merupakan
bekas areal Hak Pengusahaan Hutan milik PT Centralindo Panca Sakti.

Pada 2012, kehadiran PT GNJ ditolak warga desa Bubode, Kecamatan
Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo yang merasa lahannya
dicaplok perusahaan. Perusahaan mengintimidasi warga dengan
preman dan militer untuk memaksakan kehadirannya, hingga berujung
pada delapan warga dilaporkan ke polisi oleh perusahaan atas tuduhan
pengrusakan tanaman (Mongabay, 2012).

Diduga, pemilik manfaat PT GNJ adalah
Jacqueline Sitorus dan Andy Indigo, keduanya
memiliki hubungan kekeluargaan dengan Wilmar
Group karena Jacqueline Sitorus merupakan
anak dari Martua Sitorus, sedangkan Andy
Indigo merupakan keponakan Ganda Sitorus.
Martua merupakan pendiri Wilmar International.
Andy Indigo juga duduk sebagai direktur di PT
Wahana Indigo, yang memiliki 50 persen saham
dari PT Gama Energi Negeri yang berkongsi
dengan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi
untuk mengelola PLTU Sumatera Utara-2 (ICW
2020).
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https://www.mongabay.co.id/2012/11/18/lahan-dicaplok-warga-gorontalo-utara-tolak-hti/
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Perusahaan mengintimidasi
warga dengan preman dan
militer untuk memaksakan
kehadirannya, hingga
berujung pada delapan
warga dilaporkan ke polisi
oleh perusahaan atas
tuduhan pengrusakan
tanaman

PLTU Sumut 2 tidak termasuk dalam 52 lokasi PLTU yang melakukan
co-firing sampai tahun 2025. Tidak tertutup kemungkinan PLTU ini
melakukan co-firing nanti. Wilmar juga punya rekam jejak buruk dalam
korupsi. Salah satu komisaris anak usaha dari Wilmar group terlibat
dalam dugaan korupsi minyak goreng.

Grup usaha yang lainnya, yang ikut dalam skema HTE tidak
memperlihatkan dengan jelas integrasi vertikalnya. Misalnya, PT Jhonlin
Agro Mandiri (PT JAM) yang dalam website perusahaannya
mencantumkan salah satu bidang usahanya adalah pembuatan pelet
kayu. Data Direktorat Usaha Hutan Produksi KLHK menyebutkan, PT
JAM merencanakan penanaman tanaman energi pada 2015-2024
seluas 7.384 hektare dari total area konsesi 17.730 hektare. Hingga
2022 PT JAM merealisasikan penanaman jabon dan sengon di area
seluas 1.694 hektare.

Pemilik manfaat dari PT JAM adalah PT Eshan Wana Lestari (EWL). PT
JAM telah mengalihkan sebagian besar sahamnya kepada PT EWL. PT
Perwakilan dari PT EWL adalah Myung Seob Shin yang juga memiliki
posisi sebagai direktur PT JAM. Sementara pemilik manfaat PT EWL
adalah PT Jhonlin Group, dengan kepemilikan saham sebesar 66%.


https://www.antaranews.com/berita/3335739/komisaris-wilmar-nabati-divonis-15-tahun-penjara-kasus-ekspor-cpo

Pemilik Jhonlin Group, Syamsudin Andi
Arsyad alias Haji Isam. Foto: instagram/
lianajhonlin12

Soenarko Danu Ardanto. Foto: Tempo

Dalam profil perusahaan yang terdaftar di
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
disebutkan komisaris PT JAM adalah Liana
Saputri, anak perempuan Samsudin Andi Arsyad
alias Haiji Isam, bos Jhonlin Group—
konglomerasi bisnis yang usaha utamanya
perkebunan kelapa sawit dan tambang batu
bara. Berdasar kajian Trend Asia, PT JAM
merupakan anak perusahaan dari PT Eshan
Rimba Agro, sebuah holding perkebunan di
bawah PT Jhonlin Group (JG), sebagai
perusahaan induk. Pemilik manfaat dari PT
Eshan Rimba Agro merupakan H. Sudirman,
yang merupakan adik kandung dari Haji Isam.
Dengan demikian pemilik manfaat utama adalah
Samsudin Andi Arsyad sebagai pemegang
saham mayoritas PT JG.

Salah satu pemegang saham lain di PT JAM
adalah Soenarko Danu Ardanto, purnawirawan
Polri dengan pangkat inspektur jenderal yang
menempati sejumlah posisi sebagai Kepala
Kepolisian Bali dan Jawa Barat. Setelah pensiun,
Soenarko masuk ke PT JAM. Pemegang saham
lain PT JAM adalah Hanny Kuncoro Hendarso,
anak pertama dari Bambang Hendarso Danuri,
Kapolri periode 2008-2010. Hal ini menunjukkan
isu keterlibatan purnawirawan Polri dalam bisnis
perkebunan.

Haji Isam orang dekat Presiden Joko Widodo. la menjabat wakil
bendahara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam
pemilihan umum presiden pada 2019. Tak mengherankan bila Presiden
Jokowi meresmikan pabrik biodiesel Haji Isam, PT Jhonlin Agro Raya di
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https://www.tribunnews.com/nasional/2011/07/01/inilah-nama-12-jenderal-polisi-yang-dimutasi
https://www.antaranews.com/berita/117615/dpr-wawancarai-keluarga-bambang-hendarso
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Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jokowi juga meresmikan
pabrik gula dan perkebunan tebu Haji Isam di Bombana, Sulawesi
Tenggara. Pemberian konsesi perkebunan tebu itu menuai kontroversi
karena ditengarai menabrak aturan tata ruang dan program
kementerian (Kompas, 2021).

Foto: Doc. BPMI Setpres

Jhonlin merupakan pemain penting dalam penambangan batu bara
melalui anak usahanya PT Jhonlin Baratama. Jhonlin Energi Kalimantan,
anak usaha yang lainnya, menurut data PLN menjadi salah satu peminat
dalam pembangunan PLTU mulut tambang Kalimantan Selatan, namun
belum ada informasi mengenai progresnya. Dengan kehadiran pabrik
biodiesel dari kelapa sawit berkapasitas produksi 1.500 ton per hari, PT
JAM akan melengkapi portofolio bisnis Jhonlin dalam bioenergi.

PT Kirana Cakrawala (PT KC) merupakan anak usaha tak langsung PT
Barito Pacific Tbk. Pemilik manfaat dari PT KC adalah PT Sumber Graha
Maluku yang dimiliki oleh PT Barito Wanabinar Indonesia yang
selanjutnya dimiliki oleh PT Barito Pacific Tbk. Dalam Surat Keputusan



Menteri LHK Nomor SK.01/2022, PT KC masuk dalam daftar izin konsesi
yang dievaluasi.

Dalam laporan keuangan PT Barito Pacific Tbk kuartal pertama 2022,
nama PT KC sudah tak ada di dalam daftar anak usaha (tidak langsung).
PT Barito Pacific Tbk secara perlahan melakukan divestasi dari bisnis
kayunya dan beralih ke petrokimia dan energi terbarukan berupa
pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) melalui PT Star Energy
Geothermal. PT Star Energy Geothermal melakukan eksplorasi panas
bumi untuk ekspansi PLTP Salak di Kabupaten Sukabumi dan Bogor,
Jawa Barat menjadi PLTP Salak Binary berkapasitas 15 megawatt,
dengan target selesai di tahun 2023.

Barito Pacific merupakan perusahaan terafiliasi
dengan konglomerat Prajogo Pangestu. Prajogo
pernah terseret dalam kasus dugaan korupsi
pada tahun 2000-an silam dalam kasus dugaan
mark-up dana reboisasi.

Saat itu, Prajogo menyandang status hukum
sebagai tersangka. Kasus yang merugikan
negara ini Rp 151 miliar akhirnya berhenti

b g
Prajogo Pangestu. Foto: Tatler Asia setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan surat
perintah penghentian penyidikan (SP3).

Hampir semua unit usaha yang masuk kategori grup besar dan kuat ini
lolos dari pencabutan izin konsesi berdasarkan surat keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Nomor SK. 01 tahun
2022 tertanggal 5 Januari 2022. Kecuali satu unit usaha yakni PT
Nityasa Idola yang terhubung dengan grup Dharma Satya Nusantara.

Nasib sial menimpa grup usaha PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang
salah satu anak usahanya, PT Nityasa ldola, dicabut izin konsesi HTI nya
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https://www.liputan6.com/news/read/61277/kejagung-menutup-kasus-korupsi-tiga-pengusaha
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oleh surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.01/2022. Dalam keterangan persnya, Dharma Satya Nusantara
mengatakan bahwa PT Nityasa Idola memang belum beroperasi. Entah
apa alasannya, Dharma Satya Nusantara tetap mencantumkan PT
Nityasa Idola di dalam laporan keuangan kuartal Il tahun 2022.

PT Dharma Satya Nusantara Tbk punya rekam jejak bermasalah dalam
transparansi perusahaan. Sebelumnya, perusahaan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) memberikan sanksi berupa denda atas
keterlambatan notifikasi akuisisi terhadap dua perusahaan senilai
miliaran rupiah.

Selain PT Nityasa ldola, terdapat 2 perusahaan lagi yang terintegrasi
dengan grup besar, namun izinnya telah dicabut melalui SK.01/MENLHK/
SETJEN/KUM1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan
Hutan. Kedua perusahaan yang tergabung dalam Indoco Group, yaitu
PT Bara Indoco dan PT Bio Energy Indoco tidak lolos dari pencabutan
izin. Keduanya terletak di Sulawesi Barat dengan total luas konsesi 37
ribu hektare. Sementara korporasi yang tidak terafiliasi dengan grup
besar dan izinnya ikut dicabut adalah PT Bangkanesia di Bangka
Belitung, PT Aceh Nusa Indrapuri di Aceh, PT Bhatara Alam Lestari di
Kalimantan Barat, dan PT Wono Indo Niaga di Nusa Tenggara Timur.


https://kabar24.bisnis.com/read/20211006/16/1451025/kppu-denda-dharma-satya-nusantara-dsng-rp105-miliar
https://kabar24.bisnis.com/read/20211006/16/1451025/kppu-denda-dharma-satya-nusantara-dsng-rp105-miliar

PENANGGUK CUAN TRANSISI ENERGI - BAB Il

Bab III Perusahaan Milik
Negara Pengembang Biomassa

PLN membutuhkan biomassa 10,2 juta ton per tahun untuk memasok
107 unit PLTU di 52 lokasi yang melakukan co-firing 10 persen hingga
tahun 2025. Perhutani, kata siaran pers itu, akan memasok kebutuhan
biomassa berupa serpih kayu untuk PLTU Pelabuhan Ratu sebesar
11.500 ton per tahun. Dan untuk PLTU Rembang, Perhutani memasok
14.300 ton per tahun serpih kayu kaliandra dan gamal. Perhutani akan
membangun pabrik pengolahan biomassa kayu di Sukabumi, Jawa
Barat dan Rembang, Jawa Tengah (PLN, 2022b).

Optimisme Direktur Perhutani melihat kepada luasan wilayah yang
menjadi wewenang Perhutani. Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
mengelola kawasan hutan seluas 681.019,85 hektare.
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Divisi Regional Jawa Tengah mengelola kawasan hutan seluas 635.858
hektare. Adapun Divisi Regional Jawa Timur mengelola kawasan hutan
seluas 1.116.074,23 hektare. Namun pada akhir tahun 2022,
Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan
surat keputusan (SK) Nomor 287 tentang penetapan 1.103.941 ha Hutan
Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Jawa menjadi Kawasan Hutan
Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Di samping hal tersebut, Perhutani tetap menjadi perusahaan yang
terbesar kedua merealisasikan penanaman pohon hingga 2022 menurut
data KLHK. Tiga divisi regional Perhutani di pulau Jawa itu telah
menanami 31.136 hektare dari rencana 45.255 hektare. Divisi Regional
Jawa Barat-Banten menargetkan 9.973 hektare melalui 4 Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH), Jawa Timur 13.091 hektare di 6 KPH, dan
paling luas Jawa Tengah 19.706 di 7 KPH.

Anak usaha Perhutani, PT Eksploitasi dan Industri Hutan | (Inhutani I)
juga masuk dalam daftar 18 pelaku usaha yang berencana
mengembangkan HTE. Inhutani | dan PT Timberdana membuat special
purpose vehicle," PT Hutan Mahligai (PT HM), dengan komposisi saham
40:60 persen. Sejak pinjaman dana reboisasi dihapus pemerintah,
operasional perusahaan itu tidak berjalan baik. Pada Desember 2014,
perusahaan Korea Selatan Green Kodeco International mengumumkan
penempatan investasinya di PT HM dan menjadi pemegang saham
mayoritas, 51 persen (Bisnis, 2014).

([ )
[
[ )
681.019,85 ha 635.858 ha 1.116.074,23 ha

1 Special Purpose Vehicle (“SPV”) kerap berhubungan dengan kegiatan bisnis yang potensial melanggar hukum,

seperti penghindaran pajak, pencucian uang (money laundering) hingga penyembunyian/penyamaran dana hasil
tindak pidana, seperti korupsi, narkotika dan bisnis ilegal lainnya (Mengenal Perusahaan Cangkang dan Potensi

Penyalahgunaannya).



https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-perusahaan-cangkang-dan-potensi-penyalahgunaannya-lt607e98841fa61/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-perusahaan-cangkang-dan-potensi-penyalahgunaannya-lt607e98841fa61/

Special Purpose Vehicle (SPV) adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau
fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk
melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara.

Reza Zaki
Dosen Business Law BINUS

PT HM, dalam data KLHK, disebut mengalokasikan 500 hektare lahan
untuk tanaman energi dari total area konsesi seluas 11.275 hektare di

Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Namun dalam pemberitaan

ihwal investasi Green Kodeco International ke PT HM, Direktur Utama

Inhutani | saat itu mengatakan PT HM secara perlahan akan menanam
tanaman gamal dan lamtoro gung di area seluas 8.691 hektare.

Selain Inhutani I, Inhutani Il juga berencana terjun ke
‘“ ", bisnis HTE. Unit Manajemen Senakin, Kalimantan
@ Selatan misalnya, mengalokasikan 7.500 hektare untuk
tanaman energi. Unit Manajemen Tanah Grogot,
lnhutani‘ Kalimantan Timur juga akan memanfaatkan area

P konsesinya meski tak menyebut luas alokasi tanaman
energinya. Inhutani Ill Unit Manajemen Nanga Pinoh,
Logo Inhutani 1. Kalimantan Barat juga mengalokasikan area tanaman

energi 10.500 hektare dengan rencana penanaman
pada 2015-2024 seluas 9.500 hektare.

Pada Agustus 2022 lalu, Perhutani memutuskan
menggabung Inhutani |, Inhutani Il dan Inhutani lll
menjadi subholding bernama Inhutani I. Merger ini guna
meningkatkan produksi serta mendukung program
pengelolaan hutan berkelanjutan. Menurut Direktur
Utama Perhutani Wahyu Kuncoro, merger itu dilakukan
agar PT Inhutani | berfokus pada bisnis kayu dengan
produk-produk kayu bulat, kayu olahan dan biomass,
serta pengembangan proyek-proyek solusi berbasis
alam atau perdagangan karbon (Kontan, 2022).
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Bab IV: Korporasi dengan
Koneksi Politik

Kategori ketiga pelaku usaha HTE adalah perusahaan swasta yang
meski tidak menonjol tetapi punya koneksi kuat dengan pembuat
kebijakan. PT Usaha Tani Lestari merupakan pemegang izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu-HTI yang mengelola lahan seluas 41.515
hektare di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dan lahan
konsesi seluas 22.820 hektare di Kabupaten Bima dan Kabupaten
Dompu, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan ini diduga salah satu unit
usaha yang dimiliki oleh Edi Yosfi, pengusaha sekaligus politikus dari
Partai Amanat Nasional (PAN).

Edi Yosfi, direktur di PT Usaha Tani Lestari (PT UTL).
Foto: Dok. Tempo, M Igbal Ichsan.



Foto: Tribun Pontianak.

BAB IV: KORPORASI DENGAN KONEKSI POLITIK

Edi mendapatkan Bintang Bhakti Tri Dharma Nararya dari Persatuan
Keluarga Besar Purnawirawan Polri. Di salah satu unit usahanya di
bidang pelayaran, PT Sillo Maritime Perdana Tbk, terdapat Kepala
Kepolisian Rl 2005-2008, Sutanto, sebagai komisaris utama. Edi dekat
dengan Menteri Kehutanan dari PAN, Zulkifli Hasan membuatnya
dianggap broker bagi mereka yang menginginkan akses pada lahan di
kawasan hutan, salah satunya Menara Group.

PT UTL di Kabupaten Sumba Barat NTT mengalokasi areal untuk
tanaman energi seluas 11.800 hektare. Adapun rencana penanaman
pohon kaliandra dan gamal pada periode 2015-2024 sebesar 18.700
hektare. Sampai 2022, menurut data KLHK realisasi penanamannya
baru 350 hektare. Baik PT UTL NTB maupun PT UTL NTT, keduanya
masuk dalam daftar 106 perusahaan konsesi kawasan hutan yang
dievaluasi izin konsesinya oleh KLHK pada 5 Januari 2022.

Perusahaan kategori ketiga yang juga
dievaluasi izin konsesinya adalah PT Gambaru
Selaras Alam (PT GSA). Berdiri pada 2011, PT
GSA mendapatkan IUPHHK-HTI pada 2014
dengan luas areal izin sebesar 20.445
hektare di Kalimantan Barat. Salah satu
pendirinya adalah Gabriel Michael Jeno,
politikus dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan dan menjadi anggota DPR
periode 2014-2019. Namanya sebagai
direktur masih ada di dalam data perusahaan
sampai 10 Agustus 2021 dan namanya
menghilang pada 18 Agustus 2021.

Dua contoh perusahaan ini menunjukkan dinamika kekuatan dan
hubungan politik yang menentukan jalan tidaknya suatu perusahaan.
Kedekatan dengan menteri dan partai politik menjadi pintu mudah untuk
mendapatkan izin. Namun, kehilangan hubungan itu juga akan menjadi
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hambatan dalam keberlanjutan usahanya. Dalam dua kasus di atas,
belum tentu evaluasi itu menghasilkan pencabutan izin, bisa jadi malah
pembaharuan izin atau tindakan lain yang mempertahankan kedudukan
izin perusahaan tersebut.
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PANGGUK CUAN TRANSISI ENERGI - BAB V

Bab V: Pemasok Biomassa ke
PLI'U Co-firing

Pemantauan lapangan pada Agustus 2022 terhadap implementasi co-
firing biomassa kami dilakukan pada tiga Pembangkit Listrik Tenaga
Uap (PLTU) Rembang, PLTU Indramayu dan PLTU Adipala Cilacap.
Dalam pelaksanaan pemantauan tim dibagi menjadi dua yaitu pertama
adalah tim scooping yang melakukan pengamatan, pencatatan dan
pendokumentasian kondisi lapangan PLTU dan aktivitas pengiriman
biomassa. Kedua, tim penelusuran yang melakukan pelacakan asal
biomassa yang untuk memastikan legalitas industri pemasok dan asal
usul kayu sebagai bahan baku serbuk kayu.

Dari hasil pemantauan terhadap tiga PLTU tersebut, kami membuat
beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan co-firing batu bara
dengan biomassa sudah diterapkan ketiga PLTU dengan mengambil
biomassa kayu jenis serbuk kayu (gergajian) dari industri pengolahan
kayu yang ada di sekitar lokasi ketiga PLTU. Serbuk kayu ini masih
berupa serpih kayu dengan kadar air yang sangat tinggi, lebih dari 25



persen. Padahal dalam dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga
Listrik PT PLN Tahun 2021-2030 menyebut, jenis biomassa kayu yang
akan dipakai berupa pelet kayu.

Kami juga melakukan pengecekan silang kepada industri perkayuan
yang memproduksi pelet kayu di sekitar lokasi ketiga PLTU itu dan
memang tidak ada informasi pembelian atau pengiriman pelet kayu ke
tiga PLTU itu. Yang ada adalah pengiriman serbuk kayu gergaji. Industri
pengolahan kayu yang menjadi sumber bahan baku serbuk kayu
tersebut umumnya industri skala kecil sehingga tidak memerlukan
persyaratan ketat dan tidak perlu mendaftarkan diri pada instansi
kehutanan.

Pengiriman serbuk kayu dari industri pengolahan kayu skala kecil cukup
dengan nota angkut saja. Karena itu, tidak ada kejelasan soal asal-usul
kayu yang mereka beli. Padahal asal-usul ini penting untuk menentukan
legalitas kayu tersebut. Para pemasok menganggap serbuk kayu itu
untuk kebutuhan domestik sehingga tak perlu keterangan asal-usul
kayu. Perlakuannya berbeda jika eksportir yang membeli. Beberapa
pelaku industri kayu mengaku tidak memiliki surat izin dan tanda Sistem
Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Kami hanya menemukan satu perusahaan pemasok biomassa skala
menengah. Perusahaan ini, PT Batara Batari Sinergy Nusantara,
memenangkan tender pengadaan serbuk kayu kepada PLTU Adipala
Cilacap sejak adanya kewajiban PLTU mencampur batu bara dengan
serbuk kayu. Namun perusahaan ini juga tidak memastikan asal-usul
(serbuk) kayu yang dibelinya. Hasil penelusuran kami menemukan
bahwa perusahaan ini adalah perusahaan perdagangan batu bara dan
menjadi pemasok bagi beberapa PLTU.

PT Batara Batari Sinergy Nusantara (PT BBSN), pada 7 Agustus 2021
termasuk 34 perusahaan yang mendapat sanksi penghentian ekspor
batu bara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sanksi itu
lantaran tidak memenuhi kewajiban pasokan batu bara sesuai kontrak
dengan PT PLN (Persero) periode 1 Januari-31 Juli 2021 (CNBC
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Indonesia, 2021). Ketika pemerintah mencabut larangan ekspor batu
bara Januari 2022, PT BBSN tidak termasuk 139 perusahaan yang
mengantongi kembali izin ekspor batu bara karena sudah memenuhi
kewajiban memasok batu bara domestik atau DMO (CNBC Indonesia,
2022).



PENANGGUK CUAN TRANSISI ENERGI - BAB VI

Bab VI: Pemasok Batu
Bara juga Biomassa

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar dalam dialog nasional Sustainable Energy: Green and
Clean memaparkan komitmen mendukung pengurangan emisi melalui pengembangan
tanaman energi untuk memenuhi suplai biomassa.

Senada dengan pernyataan Menteri LHK,
korporasi yang sepakat bermultiusaha
mengembangkan HTE juga siap mendukung
pembangunan pembangkit listrik yang
rendah emisi karbon. Namun, beberapa
grup dimana korporasi HTE terintegrasi,
ternyata masih memiliki anak perusahaan
atau terafiliasi dengan korporasi penyuplai
batubara.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar.
Foto: KLHK.

Barito Pacific merupakan salah satu konglomerasi kehutanan yang juga
memiliki keterkaitan dengan perusahaan pemasok batubara. Dua
perusahaan tambang di Kalimantan, yaitu PT Multi Tambangjaya Utama
dan PT Tamtama Perkasa merupakan anak perusahaan dari PT Petrindo
Jaya Kreasi, dimana 85% sahamnya dimiliki oleh Prajogo Pangestu,
pendiri Barito Pacific.

Selain Barito Pacific, terdapat Jhonlin Group, yang memiliki anak
perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan, yaitu PT
Jhonlin Baratama. PT Jhonlin Baratama sempat tersangkut kasus suap
pajak di tahun 2021. Sebesar 51% saham perusahaan tersebut dimiliki
oleh Jhonlin Group, sementara 0,04% dimiliki oleh H. Isam.


https://www.petrindo.co.id/tentang-petrindo/
https://www.petrindo.co.id/tentang-petrindo/
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PENANGGUK CUAN TRANSISI ENERGI - BAB VI

Bab VII: Kesimpulan

Pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan HTE dan sebagian kecil pemasok
biomassa kayu ke PLTU merupakan pemain lama dan kuat di industri padat lahan.

Kami menemukan beberapa korporasi yang rata-rata bermasalah
secara sosial dan lingkungan hidup itu memiliki rantai usaha yang
terintegrasi dari penyediaan bahan baku hingga bahan baku itu
dipergunakan. Grup besar di industri padat lahan ini sudah mempunyai
izin HTE dan memiliki atau berkongsi di pembangkitan listrik.

Pelaku usaha ini yang diuntungkan dari implementasi program co-firing
biomassa. Bukan hanya mereka mampu melakukannya, juga karena
berhasil menutup pihak lain untuk masuk dan memastikan insentif dari
pemerintah diperoleh seutuhnya. Pelaku usaha HTE ini adalah yang dulu
bergerak dari industri kayu ke kelapa sawit lalu ke batu bara. Mereka
mengikuti tren zaman dan mengklaim menjadi penyokong perluasan
energi terbarukan di Indonesia.

Klaim Palsu Mendorong Ekonomi Kerakyatan

Dalam kondisi ketimpangan penguasaan lahan di dalam kawasan hutan,
pemerintah malah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Kehutanan yang memudahkan proses integrasi lini
bisnis dengan konsep multiusaha—satu izin untuk banyak usaha.
Keinginan pemerintah agar pelaku usaha yang mengajukan izin HTE
juga terintegrasi dengan sektor hilir berupa pembangkit listrik biomassa
akan kembali memberikan karpet merah kepada pemilik kapital kuat dan
besar.

Klaim mendorong ekonomi kerakyatan dari praktik produksi biomassa
dengan imajinasi pelibatan masyarakat dalam rantai produksi menjadi
terpatahkan, melalui aksi-aksi KLHK menggandeng korporasi besar
dalam penyediaan biomassa. Tidak berhenti di situ, praktik pembukaan



lahan yang selama ini dilakukan oleh HTI sering mengakibatkan konflik,
akibat tata kelola penetapan kawasan hutan yang buruk, dan tidak
adanya pengakuan terhadap masyarakat lokal maupun adat yang
sebelumnya telah mengelola lahan. Konflik sudah terjadi, seperti di NTB
antara masyarakat petani dengan PT Sadhana Arifnusa, dan di Papua
antara masyarakat adat dengan PT Selaras Inti Semesta. Tidak tertutup
kemungkinan, pengembangan HTE akan memperluas konflik.

Klaim PLN bahwa co-firing biomassa pelet
kayu di PLTU sebagai solusi tepat dan
murah untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca hingga 31,89 persen pada 2030 juga
tidak terbukti. Trend Asia menemukan ada
kebutuhan lahan yang masif untuk
membangun hutan tanaman energi (HTE)
demi memasok pelet kayu bagi 107 unit Pelet kayu dalam PLTBm.
PLTU yang menerapkan co-firing. Sedikitnya Foto: Trend Asia.
dibutuhkan lahan 2,3 juta hektare jika

konsesi ditanami lamtoro gung, atau 3,9

juta hektare bila menanam akasia.

Deforestasi Terulang Kembali

Membangun HTE itu juga berpotensi terjadi deforestasi seperti
pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) selama ini. Trend Asia
menghitung potensi deforestasi dari HTE dengan mengacu pada data
MapBiomass yang menemukan bahwa HTI yang eksisting hingga 2022,
38% luasannya berasal dari deforestasi hutan alam. Hasilnya, potensi
deforestasi terbesar ada pada HTE tanaman gamal yakni 2.099.843
hektare; sedangkan potensi deforestasi yang terkecil adalah HTE
lamtoro gung, 629.845 hektare. Analisis Trend Asia juga menunjukkan
masih ada seluas 35,3% hutan alam di 31 konsesi HTE, yaitu seluas 491
ribu hektare.

Deforestasi akan mengakibatkan lepasnya karbon dioksida (CO5) ke
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atmosfer yang tidak bisa serta-merta diserap oleh pohon HTE yang
baru ditanam. Riset dari lembaga think-tank Inggris, Chatham House
pada 2017, Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global
Climate mengungkap bahwa pembakaran biomassa hutan menciptakan
"utang karbon" atau kelebihan karbon di atmosfer. Durasi utang karbon
ini bisa berlangsung beberapa tahun hingga beberapa dekade. Estimasi
Trend Asia, pembukaan lahan untuk menyuplai HTE juga akan
menyebabkan hutang karbon sebesar 26,48 juta ton emisi karbon.
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Bob Yanuar Karina Yanuar
|

60%

99,99% 0,001%

Husein Susilo

|
50%
2

L 99,09%

\
PT Bina Indovita | ¢ 50% — Karel Budiman
I j‘,

\

N

PT AP Investment PT Kapital Bravo

I
\ 40%
60%

0,01%

.| PT Cahaya PT Maxima Pratama

Karel Budiman Heri Santoso

(Komisaris (Direktur)

I
99,99% 0,01%

PT Satya Multi Prakarsa

N

Bumi Makmur Sejahtera

15% _)
15

85%
85% \
¢ A 4

PT Ithaca Plantations PT Ithaca Investments

%

90% 10%

PT Wana Tirta Lestari

1%

99% J
Y

PT Belantara Pusaka

Salim Group
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Drs. Soenardi Winarto
(Direktur Utama)

Anthoni Salim

(Komisaris Utama)

|
99,80%

N

PT Hutan Tlara Lestari

46,94%

. Sudarmo Salim Johannes Lembong
Aylen Salim

0,47%

Teddy Salim
(Direktur Utama)

0,84%

0,33%

Janti Tutty Sujarti
0,16%
Winny Salim /
| 016% PT Kendeka Jaya

0,16% pd |
0,93%
50,02%

\_ = o

PT Oceanias Timber Products

N

SALIM GROUP Co.

Salim Group



99,998% A 99,999999%

K 0,0002% Y

PT Surya
Megacipta Investama

Halim Tjahyadi

Y 0,000001%

PT Reksa

Cipta Investama

J

50%

Christian Ariano
Rachmat (Direktur)

Ny Theodore Permadi

Rachmat Like Rani Imanto

99,9997% J

0,0003%

—

Djojo Boentoro

Elendi Sulisetyo

PT Krishna PT Triputra PT Multi Foresta
Kapital Investama | | Investindo Arya Investama /_/
| I I 1,79%
14,63% 27,63% 1,47% l 0,20%
k \ \ Q Timotheus Arifin C.
PT Tri Nur PT Mitra Aneka || PT.Permadi || PT Reksa Cipta 0,84%
Cakrawala Guna Rachmat Investama
I I I |
7,44% 6,32% 4,08% 1,94%
N \ \ \
N

Arianto Oetomo

Jusak Fadjar

Andrianto Oetomo

Arieska Lianawati K.S.

| 0,84% '
016%

0,16%

PT Dharma Satya

N

P
s
\

Vv

L 50,02%

PT Nityasa Idola

Nusantara

PT Pesona Buana

46,94% Permai

0,93%
DSNGROU P“
&
Y
) TRiPuTRA GROUP

DSN Group & Triputra Group
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Prajogo Pangestu Masyarakat

0,0003% 99,9997%

Vv

PT Barito Pacific

27,63%

PT Mangole Timber Producers

46,94%

PT Sari
Alam Sejahtera

0,00032%

Samko Timber

Limited
| I
99,99968%
\ Samko Forestry
PTE.LTD
WV
PT Sumber
Graha Sejahtera
97,71% 2,29%
PT Fenari Makmur
1,47 %
A4
PT Barito PT Sempurna
Wanabinar Indonesia Graha Abadi
l |
4,08% 1,94%

~

PT Sumber Graha Maluku

0,93%

/

/

Vv

PT Kirana Cakrawala
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Andy Indigo Jacqueline Sitorus

\ 50%
50%
50%
/_ 50%
Vv 4’
PT Ganda Indigo Nusantara PT Wahana Indigo
50% /
50%
50%
50% \
\l’ Vv
PT Agri PT Agro
Indigo Pratama Ganda Indigo
K 10%
90% 10%
90%
\, Vv
PT Forestry PT Forestry Agro
Ganda Utama Ganda Utama
I
10%
90%
90%
\r 10%
PT Mitra Cipta Permata PT Sinar Mamuju Ceria

PT Gema Nusantara Jaya

Wilmar Group
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Margareth Honoris

2%

98%

A 4

PT Thelocker Solusi Indonesia

K2%

PT Wanamulia Sukses Sejati |-l

98%
g

PT Akshaya Patra Sejahtera

~

98% /

<
Q THE MODERN GROUP

(Wanamulia Sukses Sejati)

Yayasan Sarana Wana Jaya |45% ﬁ

DIfeN={VellslIals A — 22,5%
Koperasi Karyawan Meranti Bhakti | — 5% ﬂ

Yayasan Pendidikan Islam

Pesantren Bustanul Makmur | — 5% ﬁ

Budi Darmono (Komisaris Utama) Il \

(YPIBM)

Modern Group

Vv

PT Inhutani | INKONETWORKS, INC. Timberdana

N

J

\l/

PT Hutan Mahligai

Tidak terintegrasi
dengan group manapun



Green Meawods
Fiber Products Limited

Bujung
(Komisaris)

Tje Hwa
(Direktur)

99% Hilirise | |
. Sl 50%
Commercial Inc.
J
/— 1% J
N4
PT Borneo Hijau Lestari PT Borneo Foresta Industri EGL CAPITAL SDN. BHD
I | |
25,69% 0,25% 74,04%
| J
Tidak terintegrasi

PT Dharma Hutani Makmur
dengan group manapun

Eduard Tanu Saputra

Welly Djohari

\

Vv

’
Y st

Edi Rahmat Lie
|

PT Jatra Buana Lestari

I
20% 70%
u Y J
Tidak terintegrasi
dengan group manapun

PT Gambaru Selaras Alam
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PT Sepakat Agro Sentosa Bayu llham Segara

Bedi Ubaidillah
Asep Sulaeman 50%

99 99% Sabanda /
J /— 50%
/— 0,01%

Vv
hd Nanang Komar (Direktur) Tasman Wargana (Komisaris)
I

PT Indo Jaya Raya

0,02% /
0,02%
99,96%

Tidak terintegrasi

PT E Greendo
dengan group manapun

Akie Setiawan

; 33,33% ﬂ,

— 66,67% — > | PT Hutan Sriwijaya Lestari
\ 50% Y— 50% —J

PT Istana Kawi Kencana Tidak terintegrasi
dengan group manapun

Drs H Mohamad Sukri
(Komisaris)

|
\ 1716% )
2.83% W— 307

PT Hijau Artha Nusa

Han Man Seong (Direktur) Woorim Energy Co., LTD

Tidak terintegrasi
dengan group manapun




Lanie Sumiati Ananto 13,75%

Bambang Hariyanto Ananto

N

¥6%

-

Marilyn Ananto Kimberly Ananto

Andreas Ananto

3,95%

L 80.62% /

65%

Y

J

1,68%

29%

Jimmy Bonaldy Pangestu

80%

N

/‘

Nandhya Hapsari

20% J

PT Bukit Mas Nusantara

; 20%

_

)

PT Eka Persada
Citra Mandiri

\

Vv

PT Dutamitra Sentosa

50%

50% \

Vv

PT Mitra Djayaindah Prima PT Tunas Alam Lestari

60%

20%

PT Bhatara Alam Lestari

Tidak terintegrasi
dengan group manapun
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